, Menimbang ;

¥engingat

»
’
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- CSALINAN

- PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 | TAHUN 1976
TENTANG

PROGRAM'BANTUAN,PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN 1976/1977

'PRESTDEN REPUBLIX INDONESIA,

a. hahwa dalam rangka melanjutxan pelaksanaan pembangunan
di Bldang kesehatan dlpanddng periu mengamhil langkah-
langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat; terutama kepada masyarakat pedesaan dan

daerah yang menJadl,pusat darl kegiatan pembangunan,
melalul Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;

B bahwa dalam tahun 1976/1977 rerlu dlcapa1 sasaran Re-
pelita II yaitu setiap kecamatan sedikit- dlklinya mem-
punyal sebuah.Puskesmas H ‘

-c. bahwa agar hal termaksud pada sub a dan b dlatas dapat

terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, di~
" pandang. perlu mengeluarkan Instruksi PreSLden dengan
Lamplrannya sebagai Pedoman pelaksanaan Progzam Ban-
‘tuan Pemﬁangunan Sarana Kesehatan ; ’

/

1. Pasal 4 ayat a1 Undang-Uhdang Dasar 1945 ;

2.. Undang undang Nomor 9 Taﬁun 1960. tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 2068) T

-

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentano Hyglene (Lem-
Baran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2804) ; '

' 4.'Unéang;uﬂdang ﬁohor > Tahun 1974 tentang Pokokrpokdk

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
" Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)

v

5. Undang-undang .....



&

..Undéng un&éng-Ndmor _ Tahun 1976 tentang Anggaran Pen~

dapatan.dan Belanja Negara Tahun Anggaran.lﬁ]ﬁ/l%77

" (Lembaran’ Negara Tahun 1976 quor 12, Tambahan. Lemharan

Negara Nomor 30703 3 S o . -,‘- '

putusaa Pxesxdﬂn Namor 9 Tahun 1973 tentang Pemhuharan P
Kabinet PemBangunan I danqu& entukan Kﬁhlnat Pumbangunan
I ; ' '

Keputusan® Preﬁlden Namor 11 Tahun.1974 tentang Rencana

Pamaangunan Lima Taﬁun Kﬁdha CREPELITA II} Tahnn 1974/
1975 -~ - 1978/197¢2

Keputusan Presiden Namor 14 Tahwn 1976 tentang P@a&man‘

" Pelaksanaan Engg aran Paﬁdap .tan d¢1 Belanja Nﬁgafﬂ Ta-

‘hun Anggaran 1&4 / FRN

MENGINSTRBKSTKAN :

;jMenterL Dalam Negeri ; =~ = - : I -1 
. Menteri- Keuangan ; S
. Mentarl Kesehatan 5 - ) )
+ Menteri Pekevjaan Unum dan . Tenaga LlSt;LK ;

. Menteri Negara Ekonoml, Keuangan dan lndustrlfKﬁﬁua Ba-

© dan Perencanaan Pembangunan NaSLOHal ;‘ ) ~,

,~M¢nter1_Negara‘Penertlban Aparatur-Negara.

: Menggunakan Ketentuan-ketentuan seperti tercantup dalam Lam-

piran Instruksi Presiden infi sebagai Pedoman dalam Pelaksa-
naan Program.Bantuan.PemBangunan Sarana Kesehatan, yang meru-
pakan Iandasan. bagi penxngkatan pelayanan kesehatan kepads

fmagyarakat terutama kepada masyarakat pedesaan daﬁ daerah

' vang-men;adl.pusat ksglatan pemﬁangunan.



14 VEDUA Instruksi Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal dite-
' tapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh
"~ tanggungjawah.

- " Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
Disalin sesuaivzaslinya oleh - " JENDERAL TNI
SEKRETARIAT KABINET R I ¢




LAMPIRAN _
| INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDCNESIA
NOMOR 4 TAHUN 1376
TANGGAL 31 Maret 1970
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN -
SARANA KESEHATAN R

%

BAB I
UMUM
Pasal 1
Yang dimeksud dengan Program Bantuan Pembangunan Saranag Kese-
Fatan dalam Pedoman Int adalah bantdan langsung kepada Daerah
Tingkat IT atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negars

Tahun Anggaran 1976/1977 untuk_pamﬁangunan sarana ssarana kesa-
hatan sebagal Berikut

a. Obat-oRhatan ;

..B. Pusat :Kesehatan Masyarakat, selanjutny=s diseaut Puskssmze

¢. Perhaikan dan Peningkatan Puskesmas ; B

"d. Sarana Air Minum Pedesaan ;

¢. Tempat Pemﬁnangan.kotoran, selanjutnya disebut jamhan ke-
luarga : ,
f. Tenaga kesehatan ;. .

- g. Sepeda motor.

Pasal 2
Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tu-
juan untuk :
a. Memﬁerikah pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sede-
kat”mungkin kepada mesyarakat, terutame penduduk pedesaan
dan daerah.per?aﬁaan yang penduduk;ya berpenghasilan rendah

. B. Meningkatksn ........



Meningkatkan derajat keseRhatan rakyat terutama dengan me-
wujudkan. suatu keadaan hygiene dan sanitasi yang lebih baik

bagi masyarakat pedesaan.

@

(2)

M
[N
P

ar

~

BAR - . -IT
BANTUAN OBAT-OBATAN

Pasal 3

Dalam.tahnn'Anggarah>1976/1977\disédiakan bantuan obat-
obatan dengan perhitungan Rp 65,- (enam puluh 1ima rupiah)
tiap penduduk, dengan catatan palingAsedikit Rp 6.000.000, -
{(enam jutg rupiah) setiap Daerah Tingkat IT.

—

Bantuan oBatmobatan-dipergunakan untuk menambah persediaan
oBatwobatan-Puskesmas, Balai XKesejahteraan Ibuvdan Anak, -
Balai’ Pengobatan, ‘dan Rumah Sakit yang dilola oleh Daerah

Tingkat II.

, Pémbagiaﬁ bantuan obat-obatan diantara Puskesmas, Balai ‘
Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan serta Rumal .
Sakit yang dilola oleh Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh
Bupati/ﬂalikotamadyé Kepala D;erah“Tingkgt IT atas usul
Dinas Kesehatan DaeraB_Tingkat'II yang bersangkutan.

BAB IET
PEMBANGUNAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

(PUSKESNAS)

- Pasal 4

Dalam Tahun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan untuk
pembangunan 350 (tiga Tatus 1ima puluh) Puskesmas.

(2] Pembagian jumlah~?uskesma51untukztiap Daerah_Tingkat I di-

dasarkan pada kﬂtentuanmkatentuan-Sebagai berikut



B

a. Untuk L{ab Daerah Tlngkat seﬂu ‘ang- Luiaugnya seba-’
nyak jumlak Kecamatan yang .belum mempunyai Puskesm
b Jumlah celebihnya dibagi secara propo orsionil Ea'e”z.'u:ut :
"_jumlsh Puskesmas yang beium me&illkj gedung sendiri

di seluruyh Indone51a. |

(3). Pembagian jumiah Puskesmas tiap Daerah Tingkat :IT dida-
sarkan pada ket tantuan- ketentuan a@b&”ﬂ berikut ::

a. Untuk tidp Daerah Tlngkat II sekurang- kuranénya seba--
nyak jumlah. Kecamatan yang belum mempunyai Pusgs:maw;

b.. Jumlah “elebihnya dibagi secara pr0por510nll menuTLt -
jumlah }uﬁkesmas yang belum memiliki gedung Seﬁélx*
di Daerah Tlnckat I yang ber.,angkutan

~

‘Pasal' 5 ¢ )
Penentuan lokasi gedung Puskesmas di masing- maﬁing Paersh

\llngkat TI dltctapkan oleh Bupatl/Wallkotauadfa Kepala Dae
rah TlngPat IT atas usiy Kepala Dinas Keseﬁatai Daerah Ting
kat II yang ber°ﬂngkutan dengan memper;atlkan keétentuan-k

tentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (3) ‘huruf b Pedoman ini,

ZJ«

i,

Pasal., ¢
Bantﬁan'pembangunap Puskesmas ‘diberikan dalam bentuk 1 (sdtu)

unit yang terd1r1 dari unsurwunsur sebagal berikut

-

‘A, Gedung Puskesmas ‘3 ' -

b.. Tiga buah rumah Staf Puskesmas ;

c. Alat medis dan non-medis. sederhana :
d. Tenaga kesehatan (éedrang dokter dan beberapa tenaga para
- medis) ; | - ' ' -

‘e, Biaya operas on11 petugas lapangan.

- s
b .

\ L : BAB . IV ..........



a.

. BAB IV -
PERBALKAN DAN PENINGKATAN PUSKESMAS

Pasal 7

(1) Dalam tahun anggaran 1§76/1977 disediakan bantuan untuk :

Perbaikan 823 (deTanan ratus duapuluh.tlga) huah,gedung'
Puskesmas lama ; :

b. Pembangunan 705 (tujuh. ratus .-1ima) buah_rumah_dokter 3

Penyediaan 500 (lima ratus) Buah unit alat medis seder-
hana untuk.sehagian'Puskasmazllama yang diperbaiki ;

- Penempatan 250 (dua ratus lima puluh) orang tenaga\dok-
" ter. -

(2) Pembagian jumlah. g&dung Puskesmas lama. Yang diperbaiki di
tLap Daerah Tlngkat I dan DaelahATlngkat I'l didasarkan pa-
da ketentuan-ketentuan seﬁagal berikut :

a. Untuk Daerah Tingkat T menurut Jumlaﬁ.Puskésmas'yang

dianggap memerlukan perbaikan di Daerah Tingkat I yang
bersangkutan. ; . -

AN

Untuk_Daerah.Tlngkat IL menurut jumlah Puskesmas yang

‘dianggap memerlukan perbaikan di. Daerah Tingkat II yang
- bersangkutan. ' ' ’

(3) Pembagian jumlah,rumah:dokter yang dibangun di masing-
) masing daerah dldasarkan pada ketentuan ketentuan sebagal
berikut '

Cas

I
L

Untuk Daerah Tingkat I menurut jumlah Puskesmas lama

yang sudah ada tenaga dokter dan belum ada rumah. dokter-

nya ai Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;

. bntuk,Daarah.Tlngkgt LT menurut jumlah Puskesmas lama

yang sudah ada tenaga dokter dan belum ada rumah dokter-
nya di_DéerahuTipgRat IT yang Bersangkutan.

(4) Pembagian ......



[}

L Cﬂl_PamﬂagLan Jdmlaa_alat.medls sederhana untukhmaSAng%

masing daeran_dldasavkan pada.ﬁaueutuanqkatentuan seba-
gal_ﬁerlkuf :

- a. UntuR_Daevaﬁ Tlngkat I secara propor51pnll menurut
junlah Puskesmas yang memerlukan‘alat medls sederha-
‘na d1¢elu“Lu.Endone513 H . ..
b Untuk_Daeraﬁ.TLngkat IT secara gropor51pn11.menurut
jumlah Puskesmasg yang memerlu&an alat medis sederha--
na di Daeraﬁ.T*nokat I yang Eersangkutan N

(El_Eembagian Jumlaﬁ_tyﬂaga dokxer untuk.masxngﬁmaSLng daerah

' + B didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebaaal~ber1kut S

o ‘ a. Untuk Daerah Tingkat T sécara propor310n11.menurut 4
Jumlaﬁ.Puskesmas vang belum mempunyai tenaga dokier
dlseluruﬁ_ IndoneSLd ; ‘

b Untuk.Daeraﬁ_Tlngkat IT secara propor31onll.menurut

jumlah Puskesmas yang Bl 1um:mempunya1.tenaga dokier
S . dx Daeraﬁ_TxngKat L yang bersangkutan

14

BAR .. Y

- PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM
/. DAN JAMBAN KELUARGA
. Pasal. 8

N : . - "\

(11 Dalam Tahun Anggaran. 19]6/1977 dlsedlakan ﬁantuan.unth&4f
pembangunan 15.000 .(1ima Belas Tibu) sarana penyediaan
air minum dan 200.000 (dua ratus ribu} buah jamban ke~

luarga . C - o .
¥t' _ (QI_PEmEagian ijlatharana\penyediaan air minum tiap Daerzh
C - Tingkat I didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagaL

- berikut 1 .

-~ \



h.
c.
d.

. Angka kejadlan wabah.kholera dan penyaklt perut la-
-Innya_; :

Daerah.yang.suiit memperoleh air bersih ;
Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi ;
Tersedianya hasil surveét penddahuluan.

(31 Pembagian jumlah jamban keluarga tiap Daerah Tingkat I
didasarlan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

T de

b.
C.
d.

Angka kejadian wahah kholera dan penyakit perut la-

innya ;

Adanya persediaan air pembersih ; ‘
Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi ;
Tersedianya hasil survei*pendahuluan.

(41 PemBaglan Jumlah.sarana penvedlaan air minum dan jamban
_‘Reluarga tiap Daeraﬁ_Tlngkai I1 ditetapkan dengan.mem—
perhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2)
dan (3). )

Pasal 9”-r

(11 Bantuan sarana penyediaan air minum dlherlkan dalam sa-
lah satu bentuk berikut :

BT = PR B »

Penampungan mata air dengan perplpaannya 3
Sumur artesis ;
Penampungan air hujan ;

. Perlindungan mata air ;

Sumur pompa tangan.

(2] Bantuan pembangunan tempat pembuangan kotoran dlberlkan
, dalam bentuk.Jamban keluarga

Pasal 10 .....evn... ..



'Pasal 1g

Cll_Pen&ntuan lokasl saranu penyediaan aix minum disSuhtu
' Daerah. ngka.t IT dltmapkan_ oleh BupatL/W’aTLkotamadya
Kepala Daerah.Tlngkat IT atas usul Kepala Dinas Kese-
hatan Daerah.Tlngkat IT yang bersangkvban.dengan.mem~

‘parﬁatlkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal §
ayat (jl,Pudqman ind.

(Zl_Penentudn 10R351_bangLnan Jamﬁan keluarga di-sugtu dage-
rah Tingkat IL ditetapkan: oleh Bupati/¥alikotamadya Ke-
pala Daersh Tingkat. IT atas wsul Kepaia Dinas Kesehatan
Dagrah Tingkat IL yang Be arekutan éengan.memperhatlkan

ketentuan- Eﬁtentaan tarsefiut dalam Pzsal 8- ayat 31
: Paq&man Ini.

.\A

' co- Pasai 11

(ll_UntuK_mas-neﬁmaelng penampungan aie "engan p@rn;gaen_
Yang dibangun dalam rangka Program Bantuan Pambangu?an
Sarana KeseRatan inf disediakan pipa-pipa.

C;ijﬁnyuR;melanrafkan pekwrjaan Q@mﬁuatan sumur pqmﬂa ta~
ngan disediakan bantuan alat Bor sebagal kelengkapan 3
+  petugas Eyglene dan sanltagl,

BAR VI
PENYEDTAAN SEPEDA MOT_OR

Pasal 12 -

(1], Guna menlngkatﬁan jangkauan pelayanan Kﬂsahatan keéada
masyarakat disediakan sepeda motor untuk.dokigr_?uskasmag,

(2] Guna meningkatkan pembinaan Rygiene dan sanitasi disedia-
kan sepeda motor nntuk_netugas Eyglene dan sanitasi ting- .
kat Khﬁupaten/Kbtamadya

\



BAR VIT
PENYALURAN BANTUAN

Pgsal 13

Bantuan untuk pelaksanaan pembéngﬁnan.sarana késeﬁatén
‘tersehut dalam BAR IL, IIL, IV, V, dan VI Pedoman ini di-
salurkan melalqi\: -

a. Kantor Perhendaharaan Negara ; : ) J
B. Bank Rakyat_lhdonesia ;
‘ Bank Ekspor Impor Indonesia, khusus untuk:Daerah.Tingkat I
Irian Jaya. ' ,
BAB.  VIIL o
_ KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH.DAERAH
» ‘ DAN MASYARAKAT SERTA JANGKA' WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 14

Al Gubernuf_bertanggungjawaﬁ atas pembinaan, pengawasan dan
pelaporan’' pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan.

(2]. Tmbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Dae-
‘rah ialah penyediaan ténathang bebas ‘dari segala heban -
penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagal
berikut : " ‘

a. dalam pembangunan Puskesmas ialah penyediaan tanah
térmaksud yang luasnya memadai untuk pembangunan mi-
nimum sebuah gedung Puskesmas beserta 3 (tiga) buah

'rumaﬁwStafAPusResmaS'diiambah.halaman ;

B. dalam pembangunan rumah dokter ialah penyediaan ta-
nah termaksud yang luasnya memadai.

(3] Tmbalan .



14

' {51 Apabila Bantuan untuk.pamﬁénguﬁan sarana keseRlatan

i ] ., L — .

(Bl_fmbalan pokok.yang Rarus. dlsedlakan oleh_Pemarlntah_
DaeraE_Tlngkat IT dalam pembangunan sarana penyedlaan
. dlxtmlnum, teratama adalaﬁ_ﬁlava pemasangan perylnaano

)(§ETLMEa1an poknk4yang harus dlsedlakan 01eh~kﬂluarga da-
lam pemﬁangunan 3am5an Keluarga lalaﬁ_pemEJatan ?oﬁang
. dan rumah.gamﬁan,~

P

’ . tersebut. tidak mencukupi, maka kekurangannya dlpenuhl
 01eﬁ_Pamer1ntaE_Daeraﬁ_dan mssyarakat setempat

)

(&) Pengelolaan dan,pemellﬁaraan sarana Kﬁgehatan yang

telaﬁ.dlﬁangan thS&BUL?'m&nJ&dL tanggungjamaﬁ Pemerin-
tah_Daerah.Tlngkat II Bersama:masyara&ab setampau.

[Jl_Pemellﬁaraan JamBan kaluarga yang telah_dlﬁangun.menja-
- di- tanggungjawaﬁ.ksluarga yang bersanokntan ]

d

.,Paéa_?l 15

Pembahgunan sarana kesehatan sapertL dlmaksud dalam program

_ -Bantuan ini, dilaksanakan dalanm jangka waktu mulal.Aprll 1976

sampal dengan Maret 1977 dam sarana kesehatan yang bersang-
Kutan telah_dapat dlpergunakan selamﬁat 1ambatnya dalam bu-
lan April 1977 : Co



] BAB  IX < -
LAIN - LAIN
Pasal 16 ’

Penyedlaan Blaya Bantuan.Pembangunan Sarana Kesehatan
tersebut dalam Pedoman ini tldak.menladakan atau me-
ngurangi :

a. Kewajiban Pemerlntah,Daeran_untuk senantlasa_me-
nlngkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat
dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri ;

h. Kemajiban~penyediaan Bantuén oleh Pemerintah Daerah
Tingkat I untuk_menlqakatkan/mengembangkan usaha
kesehatan masyarakat di- Daelah,Tlngkat ir.

Pasal 17

¢

Hal-hal yang Berhubungan dengan penetapan jumlah ban-
tuan, penyedlaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pem~
bangunan, penyedlaan tenaga-tenaga kpsehatan pemﬁlna-
an dan pengelolaan sarana- sarana kesehatan, dan kesera-
sian program ‘bantuan ini diatur secara bersama oleh
Menteri-Menteri yang BersangkuLan.

, -

Pasal 18 .......



Pasal 18’

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur -
1&Eihj1anjnt3.BaikgéecarambefSamawsama'maupun sendiyi-~
séndiri.oleﬁtMenteriéMenteri yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK \INDONESIA,

ttd.

S OEHARTO
JENDERAL TNI




